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KATA PENGANTAR

Banyaknya Peraturan tentang Perpajakan yang dikeluarkan
oleh Pemerintah kita, membuat waijib pajak semakin bingung dan
kurang memahami, khususnya bagi wajib pajak yang ingin
melakukan transaksi jual - beli tanah dan / atau bangunran, yang
harus membayar Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan,
yang harus membayar Bea Perolehan Hak Atas dan Bangunan.
Demikian juga bagi pemilik atau penghuni tanah dan Bangunan
semakin tidak memahami tagihan Pajak Bumi dan Bangunan tiap
tahun ada kenaikan yang tidak tanggung-tanggung, bahkan naik
hingga 300% (tiga ratus prosen) dari tagihan Pajak Bumi dan
Bangunan dibandingkan dengan tahun yang lalu.

Dasar pertimbangan kenaikan pajak tersebut tidak jelas,
sehingga wajib pajak mengadakan komplain di Kantor Pelayanan
Pajak Bumi dan Bangunan setempat. Namun jawabannya dari
petugas pajak selalu tidak memuaskan wajib pajak, karena hanya
dikatakan memang untuk tahun ini hampir semua Nitai Jual Obyek
Pajak tersebut. Padahal kenaikan Nilai Jual Obyek Pajak sangat
berpengaruh terhadap tagihan Pajak Bumi dan Bangunan, sekaligus
kenaikan terhadap setiap transaksi jual - beli, baik terhadap Penjual
yang harus membayar Pajak Penghasilan maupun bagi Pembeli
harus membayar Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.

Para Notaris dan / atau Pejabat Pembuat Akta Tanah juga
dibuat bingung, mereka harus meneliti kebenaran dari Surat
Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan (SPPT
PBB) tersebut di Kantor Pelayanan Pajak setempat untuk
memastikan kebenarannya atau mungkin salah cetak atau tidak.
Hal ini dilakukan agar Wajib Pajak atau client tidak sampai ada
kekurangan bayar yang menyebabkan terkena sanksi, atau
sebaliknya Wajib Pajak melakukan pembayaran Pajak Bumi dan
Bangunan dan / atau Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan
kelebihan bayar, meskipun dalam teori kelebihan bayar dapat
dimintakan restitusi kepada Negara. Namun daiam praktik uang
yang sudah masuk di Negara sulit untuk meminta restitusi, selain
terlalu birokratis, berbelit-belit, bahkan menyusahkan Wajib Pajak.
Prosesnya pun memeriukan waktu yang lama.



Oleh karenya, buku ini akan mengupas tentang bagaimana
cara-cara penghitungan Pajak Bumi dan Bangunan, Bea Perolehan
Hak Atas Tanah dan Bangunan, baik karena jual - beli, warsan
dengan wasiat atau warisan karena undang-undang, hibah, ielang,
pemekaran perusahaan, dan sebagainya yang didukung dengan
peraturan yang mendasarinya. Dengan buku ini akan bermanfaat
bagi Wajib Pajak, Para Notaris / Pejabat Pembuat Akta Tanah, dan
Dosen pengasuh Hukum Pajak, sehingga tidak akan melakukan
kesalahan dalam menerpakan dan melaksanakan pembayaran
pajaknya.

Surabaya,
Penulis / Penyusun
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